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BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.82,2015 Bagian Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten Bantul.
Perubahan Kedua, Peraturan Bupati, pengelolaan, keuangan desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan
keuangan desa, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495;
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5694);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor
113);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2015 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari
unsur Pamong Desa, terdiri dari:
a. Carik Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara Desa.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Lurah Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau pejabat lainnya.

Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena terjadi kekosongan jabatan atau karena sebab lainnya, dapat
ditunjuk Bendahara Desa dari staf desa yang berstatus Pamong Desa.

Bendahara Desa mempunyai tugas :

a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam
APBDesa;

b. membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik
Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

3. Ketentuan Pasal 57 dihapus.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.
SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 DESEMBER 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekrataris Daera abu Bantul

u.b/ Asisten Pemcsiniah
Képala Bagi%'_ Uy
N v 7"/,///
///
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